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        BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari berbagai uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Kediri dalam menjatuhkan sanksi hukum 

pada putusan terhadap kasus kepemilikan senjata tajam, dengan 

terlebih dahulu mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa penuntut 

umum yang menuntut terdakwa telah melanggar pasal 2 Undang-

Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah 

“Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” apakah sudah 

tepat dan dirasa memberikan efek jera bagi terdakwa. Berdasarkan 

unsur yang kesemuanya ada pada diri terdakwa, terdapat unsur yang 

paling dominan yakni Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai 

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, 

menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau 

senjata penusuk, maka menurut majelis hakim unsur-unsur tersebut 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
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2. Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana kepemilikan senjata tajam 

yang yang dalam hukum positif diatur dalam pasal 2 Undang-Undang 

Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah 

“Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen”    dalam Hukum 

Pidana Islam (Fiqh Jinayah) juga dikatagorikan sebagai jarimah yang 

berkaitan dengan kemaslahatan umat. Jarimah ini bisa dikategorikan 

Jarimah Ta’zi>r  karena tidak ada nash dalam Al Quran maupun As 

Sunnah yang mengaturnya, hukuman ta’zir diserahkan kepada ulil 

amri, dalam hal ini pemerintah, baik penentuan maupun 

pelaksanaanya. 

B. Saran 

1. Hendaknya aparat penegak hukum semakin rajin dalam mengungkap 

kasus lain seperti yang terjadi di Kediri ini, karena hal seperti ini 

sangat banyak terjadi dalam masyarakat namun tidak terdeteksi oleh 

pihak yang berwajib, hal ini juga dapat menimbulkan keresahan 

dalam masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan kejahatan lain 

yang juga menggunakan senjata tajam misal saja perampokan, 

pembegalan dan lain sebagainya. 

2. Hendaknya masyarakat ikut berpartisipasi, turut serta mencegah dan 

meminimalisir kejahatan jenis ini. Juga bersikap patuh dengan hukum 

agar kejahatan nlain akibat dari kejahatan ini juga dapat 

diminimalisir serta tercipta ketentraman dalam masyarakat. 




